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ABSTRAK

Kehidupan merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki manusia sebagai
pemberian dari Yang Maha Kuasa, Setiap manusia hendaknya menghargai hak vang
diberikan olch Sang Pencipta tersebut. Mamun masalah vang mengemuka akhir-akhir ini
dalam lapangan ilmu kedokteran adalah desakan berbagsi pihak apar masalah sast kapan
dimulainya sebuah kehidupan dan saat kapan pula kehidupan it disnggap tidak ada,
dapal diagendakan secepatnva. Sebab ketentuan yang demikian i, akan sangat erat
kaitonnya dengen kontribusi yang hendak diberikannya kepada peradilan, khususnya
dalam menentukan adanva tindak pidana  “whorsi”, Pertanggungjawaban pidana
merupakan pembebanan penghukuman terhadap orang-orang yang melskukan tindak
pidana dan diangeap mampu bertanggungjawab, Uniuk mengetahui hal tersehutl, maka
penulis merumuskan dalam tiga permasalahan, vaite pertanggungjawaban pidana bagi
pefaku tindak pidana aborsi di pengadilan negeri kelas [A Padang, alasan pertimbangan
hakim dalam menjatubkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi, serta upaya-
upaya vang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana aborsi. Dalam menjawab
permasalahan itu, penulis melakukan penelitian sosiologis dengan pendekatan secara
vuridis. Data vang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder, Duta
sekunder diperoleh dari penclitian kepustakaan vang kemudian dilanjutkan dengan
penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer. Berdasarkan penelitian terlihat
babwa perlanggungjawaban pidana didasarkan kepada adanva suat perbustan yang
dilakukan yang mana perbuatan tersebut dicela oleh masvarakat dan memenuhi semua
unsur yang ada dalan delik aborsi serta adanya unsur kesalahan dalam dici si pelaku.
Dimana pertimbangan hakim dalam menentukan pertangeungjawaban pidana didasarkan
pada surat dakwaan dan fakia-fakta dalam persidangan dan dipenuhinya unsur
Csengaja”, Adanya peranan pasal 35 dan 56 KUHP sehingpa memudahkan dalam
meneniukan perianggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada keyakinan hakim dengan berpedoman pada
perdiuran per undang-undangan vang ada dan fskea-fakta persidangan sehingga dapat
menilai fakior-faktor yang memberatkan dan meringankan yang nantinya dapat menjadi
pedoman  dalam  menjatuhkan  hukuman, Pengambilan putusan  dilakukan  secara
musyawarah oleh majelis hakim. Upaya-upaya vang dilakukan dalam mepanggulangi
tindak pidana sborsi dapat dilakukan secara preventif dan represif | dimana secara
represif dilakukan dengan cara tidak langsung dan secars preventit dilakukan sccara
tangsung dengan memberikan efek shock therapy,



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan hak vang paling hakiki yang dimiliki manusia schagai
pemberian dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia hendaknva menghargai hak vang
diberikan oleh Sang Pencipta tersebul, Namun masalah vang mengemuka akhir-akhir ini
dalam lapangan ilmu kedokteran adalah desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan
dimulainya sebush kehidupan dan sast kapan pula kehidupan it dianppap tidek ada, dapat
diagendakan secepatnya. Sebab ketentuan yang demikian itu, akan sangat erat kaitannyva
dengan  kontribusi  yang hendak  diberikannya kepada peradilan, khususnva dalam
menentukan adanya tindak pidana “ahuﬁi“'.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, abortus provocatus (pengguguran
kendungan) dilarang dilskukan. Bahkan perbustan aborsi dikategorikan sebagai tindak
pidana schingga kepada pelaku dan orang vang membantu melakukannya dikenai hukuman,
Bepitu juge dalam ajaran agama yang diskui di Indonesia sangat melarang tindakan
pengguguran kandungan tersebut. Walaupun demikian masih banvak warga Indonesia yang
szbagian besamya adalah kaum muda melakukan aborsi tersebut,

Pada uwmumnya aborsi dilarang, kecuali adanya suatu hal tertemtu yang

memperbolehikan sescorang itu untuk melakukan abortes propocatus medicianslis. Dimana

* Waluyadi., 2000, “lmu Kedokteran Kehokiman®, Diambatan, Yakarta, Hal. 77



diketahur bahwa seseorang bolch melakukan aborsi apabila hal tersebut menvangku
keselamatan jiwa si ibu dan atas pertimbangan secara medis vang dilakukan oleh dokter
vang menilai seandainya dipertshankan, kehamilan tersebut akan terpangeu atau terancam,

Penelitian yang dilakukan oleh Population Conncil mengemukakan jumlah
pengguguran kandungan (aborsi) di Indonesia pada tahun 1989 diperkirakan berkisar antars
230,000 dan 1000000, Ini berarti terjadi sckitar 18 aborsi per 100 kehamilan, bila
diasumsikan ada sekitar 4.5 juta kelahiran hidup di Indonesia.® Pada tshun 2000 di
Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 2.3 juta aborsi. © Jumlah ini meningkat tajam
dibandingkan dengan data aborsi pada tahun 1989, Adanya peningkatan jumlah aborsi ini
sangat memprihatinkan. Adapun penyebab aborsi yang semakin meningkal it adslzh
perzaulan bebas.

Abortus provocatus juga sering dilakukan oleh para wanita vang menjadi korban
perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita vang diperkosa it adalah bahwa
mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak
' aken berdampak pada psikis si wanita tersebut, begitu juga dapat menginpatkannya
ekan peristiwa buruk tersebut.

Memun tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyvak
anak, kehamilan diluar nikah, dan korban perkosasn tersebut membuat seorang wanits
memilih unmuk mengugurkan kandungannva. Ada juga vang tetap mempertahankan

kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggupurkan kandungan tersebut adalah

“Aekrmad Fuazi, Fakte Mengenol Abors™, www goople.codd. Diakses tanggal 3 Februarl 2008
“Rin., "Pengguguran Kandungon di indonesio”, www.kompas,.com 3 maret 200E, Diakses fanpgal 3
Feoruari 2000,
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BAR IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab schelumnya dalam

skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana terbadap pelaku tindak pidana aborsi didasarkan
kepada adanya suaty perbuatan yang dilakukan, yang mana perbustan lersebut
dicela aleh masyarakat atau memenuhi semua unsur vang ada dalam delik aborsi,
dan juga adanya unsur kesalahan yang ada dalam diri si pelaku. Unsur kesalahan
ini dapat berwujud dilakukannya suaty perbuatan dengan sengaja dan atas dasar
kesadaran  vang  ada  dalem  diri si pelaku.  Dalam  membuktikan
pertanpoungiawaban pulana pada din si pelaky, hakim mendasarkan pedomannya
pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, yang mana surat dakwaan
tersebut harus sejalan denga hasil pemeriksaan dan penyidikan demikian jupa dari
takta-fokta persidangan dan bukti-bukti vang ada, dapat dilihat apakah pelaku
tersebut melakukan perbuatannya atas unsur kesengajasn atau sdanva unsur lain,
schingga hakim dapat melihat apaksh peranggungjawaban pidana  dapat
dibebankan kepadanyz ataw sehaliknya, Adanya pasal 55 dan 56 KUHP juga
berperan penting untuk mengetahui bagaimana pertanggungjswaban masing-
masing  pelaku  terhadap ctindak pidana  aborsi, sehingps  pembebanan

pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku tidak sama.
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